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Alasan puskesmas dibuat pada awalnya adalah ada dua. Yang pertama, penduduk yang memiliki kebutuhan layanan tetapi tempat di sekitar mereka tidak tersedia. Mereka yang mampu bisa mengeluarkan dana lebih besar bisa pergi mencari ke tampat lebih jauh. Mereka yang memiliki keterbatasan dana memilih tidak berobat atau pergi ke layanan yang tidak menjamin kesembuhan. Jika masyarakat yang sakit ini tidak mendapat layanan, mereka menjadi sakit dan berpotensi menjadi penular bagi yang lain. Ancaman penularan penyakit jika penderita tidak diobati ini menjadi alasan public health yang penting bagi pengadaan tenaga kesehatan di daerah yang layanan tidak tersedia. Yang kedua, fasilitas kesehatan merupakan sarana layanan yang menjadi ciri di daerah perkotaan. Rumahsakit biasanya berurusan dengan pasien yang membutuhkan layanan lanjutan dan rawat inap. Agar rumahsakit tidak menjadi tempat bagi semua orang yang sakit, layanan kesehatan dasar dimaksudkan sebagai saranan penyaringan bagi siapa yang cukup memperoleh layanan dasar dan siapa yang membutuhkan layanan lanjutan. Kehadiran puskesmas karena itu menjadi alat yang membuat pemerintah dan masyarakat lebih efisien dalam mengelola layanan. Jika semua orang datang ke rumahsakit maka biaya yang ditanggung masyarakat menjadi lebih besar baik karena alat maupun biaya transportasi. Padahal ketika mereka sampai di rumahsakit, mereka hanya membutuhkan layanan dasar yang bisa diberikan oleh layanan tingkat puskesmas. 

Puskesmas sebagai pusat layanan bermutu rendah. Pemerintah yang memiliki dana terbatas biasanya membuat puskesmas sesederhana mungkin dan untuk kebutuhan dasar. Penduduk miskin merupakan pengguna utama dari puskesmas. Penduduk lebih kaya biasanya memilih layanan yang lebih baik di kota atau di layanan swasta. Tenaga puskesmas pada umumnya memiliki pendapatan yang kecil sesuai dengan kemampuan pemerintah. Mereka kadang-kadang tinggal di daerah yang jauh dan lebih sulit untuk mendapat tambahan. Tenaga kesehatan sudah lazim membuat praktik pribadi di luar jam puskesmas untuk merespon kebutuhan penduduk kaya yang sudah merasa tidak pas dengan layanan standar puskesmas. Pola kerja rangkap pemerintah dan swasta ini dapat merugikan puskesmas. Dokter dan tenaga kesehatan kemudian lebih menyukai praktik pribadi daripada di puskesmas. Perbeaan mutu layanan ini membuat puskesmas selalu menjadi layanan nomor dua. Akhirnya penduduk miskin pun merasa mendapat layanan yang kurang memuaskan sehingga mereka pergi juga ke praktik sore dokter puskesmas. Perilaku dokter seperti ini membuat puskesmas makin tidak menarik bagi penduduk. 

Alasan puskesmas memberikan layanan kepada penduduk penduduk kaya. Salah satu strategi menajemen membuat puskesmas tetap hidup dan menghidupi bagi tenaga yang bekerja di sana adalah menjadikan organisasi itu sebagai tempat bagi penduduk miskin maupun penduduk kaya. Puskesmas yang mau hidup, karena itu, membuat strategi yang menguntungkan bagi dokter dan tenaga lain sekaligus puskesmas. 

Alasan lain dari puskesmas yang mati adalah karena ia sangat kaku dan tidak memberikan kesempatan bagi tenaga memperoleh pendapatan tambahan. Pemerintah daerah mambuat tarif yang murah dan bahkan gratis agar masyarakat tidak memiliki hambatan. Karena fungsi perlindungan pemerintah ini, puskesmas menjadi organisasi pelaksana yang lesu. Pegawai mengikuti birokrasi pegawai negeri, termasuk memperoleh gaji ala pemerintah. Birokrasi pemerintah membatasi kesempatan pegawai mengembangkan pelayanan untuk penduduk yang lebih kaya. Pegawai negeri mudah membaca kesempatan membuka praktik swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai pilihan obat lebih baik dan tidak puas dengan standar layanan dasar puskesmas.
Sebagai salah satu solusi terhadap kelesuan itu, pemerintah membuat kebijakan swadana, swakelola, pengembangan mutu, dan bahkan upaya-upaya kemandirian manajemen. Apakah perbaikan-perbaikan ini membuat puskesmas menjadi lebih bergairah menjadi penting dievaluasi. Apakah perbaikan itu membuat orang menengah ke atas mau ke puskesmas? Salah satu teori yang bisa menjelaskan alasan orang mencari pertolongan kesehatan adalah kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan dari kliennya. Lembaga yang berorientasi pada pelanggan akan mendapat kunjungan lebih banyak daripada yang tidak berorientasi pelanggan. Pelayanan swasta umumnyadipilih karena kesesuaian antara kemampuan bayar dan layanan yang berorientasi pelanggan mereka. Pasien lebih menekankan layanan yang sesuai dengan selera dan kemampuan mereka. Selain mutu, pasien kaya menyukai layanan umum dan interaksi mereka dengan petugas pelayanan kesehatan. Penelitian ini mempelajari penggunaan puskesmas di kalangan masyarakat menengah ke atas dan apa alasan mereka memilih atau tidak memilih puskesmas. Jika puskesmas telah mengalami perubahan, maka masyarakat kalangan menengah ke atas akan juga memperhitungkan puskesmas sebagai pilihan pengobatan.

Metode 

Studi ini merupakan analisis lanjutan dari data survei telepon oleh Program Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada dan Dinas Kesehatan Sleman Desember 2003-Febuari 2004. Tiga ratus lima puluh empat responden dewasa dari keluarga berpendapatan menengah ke atas di Sleman. Mereka adalah kepala keluarga atau pasangan yang bersedia diteliti atas persetujuan melalui telepon sebelum wawancara dilaksanakan. Mereka diambil dari Buku Petunjuk Telepon Yogyakarta 2003-2004 dengan cara setiap urutan kedua belas dari urutan nomor wilayah pelayanan sleman. Jika nomor yang ditetapkan ternyata nomor perusahaan, tidak bisa bersedia diwawancara, atau gagal dikontak maka pengganti adalah satu nomor telepon yang berada di atasnya atau satu nomor telepon yang berada di bawahnya. Pewawancara menggunakan panduan dan kuesioner. Dua asisten peneliti direkrut dan dilatih terlebih dahulu selama 2 hari dengan melakukan uji coba instrumen pada 20 responden. 

Focused group discussion dilakukan dua kali, masing-masing terdiri dari 6 dan 5 orang. Peserta Turi terdiri dari semuanya laki-laki. Sedangkan di Sleman terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Peserta dipilih secara purposif dengan kriteria (1) mempunyai rumah paling bagus di lingkungan tempat tinggalnya, (2) mempunyai kenderaan roda empat minimal 1 buah atau kenderaan roda dua minimal 2 buah, (3) bertempat tinggal strategis dengan puskesmas. Dua wilayah puskesmas dipilih satu dari rural dan semi urban yang berpenduduk padat dan mempunyai angka kunjungan puskesmas paling tinggi pada tahun 2002. Diskusi kelompok menggali jawaban tentang kemana mereka pergi jika sakit dan alasan memilih tempat pertolongan, pengalaman tentang pelayanan kesehatan di puskesmas, pendapat tentang puskesmas, bagaimana puskesmas yang diharapkan, pendapat tentang pelayanan kesehatan puskesmas bila dibandingkan dengan unit pelayanan kesehatan swasta, dan hal-hal yang diandalkan atau yang kurang berkenan pelayanan puskesmas. 
Etika. Sebelum diskusi kelompok terarah dilakukan peneliti menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penelitian ini, dan menjelaskan pula bahwa semua informasi dan data serta identitas responden dari hasil penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan data ini hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian saja. Dalam wawancara telepon, peneliti terlebih dahulu menjelaskan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian pada masyarakat Sleman yang mempunyai nomor telepon, responden diambil berdasarkan hasil acak berurut dan kemudian meminta kesediaannya untuk menjadi responden pada penelitian ini. Dalam wawancara telepon juga diberitahu kepada responden bahwa informasi yang diperoleh dari wawancara ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah semata. 

Sampel menggunakan metode Krejcie dan Nomogram Harry King. Sampel dipilih acak sistematis dengan tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 2003). Jumlah yang mempunyai fasilitas telepon darat di Sleman 4326 nomor telepon. Dari 354 responden, 47% laki-laki dan 53% perempuang, 99% mempunyai pompa air sendiri, 89% berlangganan surat kabar, 57% mempunyai mobil pribadi, 39% memiliki asuransi kesehatan, 33% mempunyai balita, dan 29,1% mempunyai anggota keluarga berusia lanjut. Pertanyaan tentang pernah menggunakan pelayanan kesehatan dalam 6 bulan terakhir bersifat umum. Tidak diketahui penggunaan itu untuk kebutuhan yang seperti apa. Meski demikian, penelitian ini berasumsi bahwa masyarakat pergi mencari pertolongan kesehatan untuk hal-hal yang sederhana yang sebetulnya dapat dikerjakan oleh rata-rata pelayanan kesehatan. 

Menarikkah Puskesmas bagi Penduduk Mampu? 
Untuk mengetahui jawaban responden tentang ketertarikan penduduk kaya terhadap puskesmas, tabel berikut ini menyajikan urutan pilihan tempat pelayanan yang akan dikunjungi jika mereka mengalami sakit. Penduduk mampu memilih ke rumahsakit swasta dan dokter praktik swasta. Meski kecil, puskesmas masih memperlihatkan eksistensi di kalangan masyarakat kaya. Empat persen penduduk kaya mengunjungi puskesmas.
Alasan yang membuat puskesmas kurang dimanfaatkan penduduk kaya dapat dilihat pada Tabel 2. Isu utama dalam masalah medik yang membuat puskesmas kurang dikunjungi adalah masalah ketersediaan dokter dan obat. 

Kegiatan medik yang tidak begitu berbeda antara puskesmas dan provider swasta adalah persepsi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan laboratorium. Isu ini sebenarnya sudah lama. Provider swasta disukai karena orang mendapat pelayanan dokter dan obat yang lebih spesifik. Menggunakan pelayanan praktek sore dari dokter puskesmas lebih disukai karena pasien gagal bertemu dokter di pagi hari dan lebih menyukai obat non-generik. 

Tabel 1 Pemanfaatan Fasilitas pada Masyarakat Atas 
	Jenis Fasilitas Pelayanan
	Pemanfaatan (%)

	Rumahsakit Swasta
	31.4

	Dokter Praktek
	31.4

	Klinik Swasta
	16.4

	Rumahsakit Pemerintah
	15.5

	Puskesmas
	4.2

	Pengobatan Alternatif
	0.8

	Total
	100


Isu non medik paling besar yang membuat puskesmas kurang diperhatikan dan mengapa swasta mendapat perhatian adalah adanya layanan yang sesuai dengan kelas pasien ekonomi ke atas. Swasta memang tampak pas berurusan dengan kelas ini. Tetapi justru mengapa puskesmas masih memusatkan pada pelayanan sesuai standar pelayanan dasar yang murah. Isu ini sebenarnya tidak pantas. Tetapi ada kesulitan besar puskesmas dengan sumber daya yang ada saat ini untuk bermain di kelas atas. Baru sedikit puskesmas berbenah diri dalam hal bangunan untuk menyesuaikan diri dengan kelas atas. Tetapi keutuhan pelayanan yang berorientasi pada kelas atas belum terlihat. Jika melihat kondisi ini, puskesmas memang belum bisa berorientasi kepada orang kaya.

Isu Spesifik. Sebagian besar responden tidak mempermasalahkan jarak. Meskipun mudah diakses, puskesmas tidak dipilih karena dekatnya. Jarak yang dekat tidak penting bagi orang kaya karena mereka mudah mencapai pelayanan kesehatan yang lebih jauh.
Bukan Jarak. Jarak ke fasilitas pelayanan akan berpengaruh terhadap pemanfaatan terutama oleh masyarakat yang tidak memiliki trans-portasi pribadi. Untuk keluarga ekonomi atas, jarak mungkin tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada kesulitan dalam kepemilikan alat transportasi pribadi. Responden yang memanfaatkan puskesmas, 70% menyatakan jarak menjadi alasan pemilihan fasilitas. Untuk responden yang memanfaatkan fasilitas pelayanan swasta, hanya 25,8% yang memilih layanan swasta karena jarak sebagai alasan. Seorang responden diskusi kelompok terungkap “... anak saya minta dianter ke Panti Rapih ketika cucu saya sakit, saya sudah bilang daripada repot ke Jogja, mbok ke puskesmas kene iki wae sing cedak, lak terus mari, wong cuma loro gitu. Wah nggak mantap pak dibilangnya gitu...”. Responden lain mengatakan ”... yang saya dengarkan dari pembicaraan orang-orang di sekitar puskesmas ini, kalau orang-orang desa bilang ya kayak sakit pegel linu, biasa memeriksakan di situ, di Puskesmas, soalnya dekat...” 
Tabel 2 Puskesmas bagi Kelas Atas
	Hal
	Isu
	Perihal
	Puskes-
mas
	Swasta
	Seli-sih

	Non
	Akses
	Jarak yang dekat 
	70
	26
	44

	Non
	Customer
	Diberi kelas sesuai kemampuan ekonominya
	28
	70
	42

	Medik
	Profesional
	Dilayani oleh dokter
	69
	96
	27

	Medik
	Profesional 
	Obat terkesan sama untuk semua penyakit
	40
	16
	24

	Non
	Citra
	Percaya dan yakin terhadap pusat pelayanan yang digunakan
	67
	91
	24

	Non
	Profesional
	Dikelola secara swasta/ lebih baik
	49
	71
	22

	Medik
	Lengkap
	Obatnya bagus
	70
	91
	21

	Medik
	Lengkap
	Ada dokter spesialis
	59
	78
	18

	Non
	Akses
	Pelayanan 24 jam
	25
	38
	13

	Non
	Customer
	Waktu tunggu yang lama
	49
	37
	12

	Non
	Customer
	Petugas ramah dan sopan
	83
	95
	12

	Medik
	Customer
	Jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan
	84
	95
	11

	Non
	Customer
	Petugas mudah diajak konsultasi
	85
	95
	10

	Non
	Citra
	Tempatnya bersih dan nyaman
	92
	99
	7

	Medik
	Lengkap 
	Tersedia laboratorium pemeriksaan darah
	61
	67
	6

	Medik
	Prof-esional
	Pemeriksaan dilakukan sesuai keluhan pasien
	89
	95
	6

	Medik
	Citra
	Selalu disuntik
	6
	10
	4

	Non
	Citra
	Risih berobat ke fasilitas pemerintah 
	20
	17
	3

	Non
	Citra
	Pernah dirugikan
	12
	12
	0


Citra. Asumsi awal bahwa citra puskesmas hanyalah untuk keluarga miskin atau ekonomi bawah merupakan alasan penting keluarga ekonomi atas tidak memanfaatkan puskesmas mungkin hanya sebagian benar. Rasa risih dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan ternyata juga dijumpai pada responden yang memanfaatkan fasilitas swasta (17,3%), dan rasa risih pada responden yang memanfaatkan puskesmas juga tidak terlalu berbeda (19,7%). Karena gratis atau tarif yang murah, pengguna puskesmas dianggap tidak cukup mampu secara ekonomi. “wah mosok ke puskesmas padahal punya uang …”. Kepercayaan dan keyakinan atas fasilitas yang digunakan mungkin merupakan alasan yang jauh lebih penting. Hanya lebih separo (67,3%) keluarga ekonomi atas yang memanfaatkan puskesmas percaya dan yakin akan layanan di Puskesmas, Sisanya memanfaatkan puskesmas dengan alasan lain.  Pemanfaat layanan swasta lebih besar kepercayaan dan keyakinan atas fasilitas yang dimanfaatkan (91,4%). 

Puskesmas dianggap memberikan obat yang relatif sama untuk berbagai penyakit. Ini berkaitan dengan variasi obat yang diberikan puskesmas. 
Waktu pelayanan yang terbatas mempengaruhi pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan. Dua puluh lima persen responden yang memanfaatkan puskesmas menyatakan puskesmas memberikan pelayanan 24 jam. Untuk responden yang memilih ke swasta, prosentase yang menyatakan bahwa fasilitasnya mempunyai pelayanan 24 jam, lebih besar (37,6%). Seorang responden FGD yang kebetulan bekerja sebagai pegawai negeri mengeluhkan waktu pelayanan di Puskesmas sangat terbatas: 
“… saya sebagai pegawai negeri kadang–kadang tidak bisa ke puskesmas karena pendaftaran mulai jam 8 sampai jam 11, saya sebagai pegawai negeri apalagi guru sd, jam-jam segitu saya harus ngajar, kalau saya boleh usulkan kalau bisa puskesmas itu tidak hanya melayani pagi saja tetapi juga di siang hari atau di sore hari. Apalagi saya pengguna askes yang hanya dapat digunakan di Puskesmas, ya terpaksa ke tempat swasta atau ke rumah sakit yang lain,walaupun pakai uang sendiri ….”

Beberapa puskesmas di Sleman sebetulnya menerapkan waktu pelayanan 24 jam. Tetapi kurangnya informasi kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui ada Puskesmas yang buka 24 jam, sebagaimana pengalaman responden: 
“...tetangga sebelah saya malam-malam sakit, dia tidak ke puskesmas, dia minta tolong diantar ke Puskesmas yang buka 24 jam, karena saya ndak ngerti ada puskesmas yang malam-malam buka terus tanya sama polisi pak. Eh... polisi bilang Puskesmas sudah tutup pak....”
Waktu tunggu layanan. Waktu tunggu yang lebih lama. Ini bisa berkaitan dengan pengaturan pasien dan mungkin juga apakah pelayanan ada ketika dibutuhkan. Kerap sekali, pasien datang, petugas tidak sedang bertugas. Jadi pasien harus menunggu. 

Responden yang memanfaatkan swasta lebih sedikit yang mengeluhkan waktu tunggu (36,5%), jika dibandingkan dengan puskesmas (49,1%). Ini juga didukung oleh hasil FGD, sebagaimana dikutip dari responden:  “… masyarakat lebih memilih berobat ke swasta dikarenakan puskesmas itu pelayanannya terlalu lama, dengan terlalu lama itu rasanya akan lebih memberatkan penyakit yang diderita itu…”. Usulan penambahan ruang periksa sehingga lebih dari satu ruang muncul saat diskusi. Selain itu, penataan ruang tunggu yang bersih dan nyaman dapat mengurangi kejenuhan menunggu antrian. 

Dapatkah perbaikan puskesmas menarik penduduk kaya?

Pembaharuan puskesmas baru sedikit menyentuh persoalan utama puskesmas. Persoalan itu bisa berkaitan dengan birokrasi di dalam puskesmas. Tiga alasan paling penting mengapa layanan swasta dipilih dibandingkan puskesmas adalah karena ada kelas pelayanan yang sesuai dengan status sosial, pelayanan oleh dokter, dan citra layanan yang bagus. 
Meskipun penelitian ini tidak secara langsung menunjukkan bukti-bukti keterkaitan birokrasi puskesmas dan citra mereka, perbandingan dengan fasilitas swasta oleh responden yang kaya ini membuktikan bahwa unsur-unsur yang disukai berkaitan dengan perilaku swasta yang memahami ciri-ciri birokrasi dari puskesmas. Fasilitas swasta justru memanfaatkan kelemahan yang ada dalam sistem birokrasi fasilitas pemerintah.

Obat generik atau yang sederhana dan layanan non-dokter di puskesmas merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena data terbatas, obat dibuat yang sederhana. Tata kerja pemerintah belum memungkinkan puskesmas menyediakan hanya layanan dokter dan obat khusus. Puskesmas bahkan dibatasi untuk melakukan penyediaan obat khusus di luar yang diatur. Bahkan dalam sistem pemerintah, puskesmas betul-betul hanya menjadi unit pelaksana. Mereka hanya boleh melakukan apa yang ada dalam peraturan. Pasien kaya yang menggunakan puskesmas diperlakukan seperti pasien miskin. Hal ini sudah barang tentu kurang berkenan bagi pasien kaya. Dengan kata lain, puskesmas tidak kompetitif dengan layanan swasta.

Dalam upaya puskesmas meningkatkan sumber-sumber extra di luar pekerjaan pokok, puskesmas membuat layanan yang pasien harus membayar di luar paket dasar. Cara ini  memberikan tambahan penghasilan bagi pekerjanya dan mereka makin betah bekerja di tempat itu. Jika puskesmas memperoleh lebih banyak pasien dan pendapatan, maka alat dan pelayanan bisa lebih baik yang akhirnya meningkatkan pendapatan pekerja di sini. Jika bertindak sebagai unit pelaksana pemerintah semata maka tenaga kesehatan melayani masyarakat kecil, makan gaji semata. Sebagai kompensasi gaji yang kecil, membuat pekerjaan di luar puskesmas. Agar pekerjaan di luar bisa berjalan, pelayanan puskesmas dibuat tidak begitu bagus sehingga pasien yang mempunyai uang mencari pelayanan swasta.

	Orientasi kompetisi 
	Orientasi Mutu Pemerintah

	Berkompetisi dengan lembaga sejenis
	Prinsip mentaati standar pemerintah.

	Menarget klien yang lebih mampu
	Mencari kepatuhan pada pemerintah

	Kunjungan kelas atas makin banyak
	Kunjungan kelas atas dan bawah banyak


Aspek negatif lain dibandingkan swasta, puskesmas dianggap memberikan obat yang relatif sama untuk berbagai penyakit. Ini mestinya berkaitan dengan variasi obat yang diberikan puskesmas. Tetapi yang penting juga dalam arti yang negatif adalah waktu tunggu yang lebih lama. Ini bisa berkaitan dengan pengaturan pasien dan mungkin juga apakah pelayanan ada ketika dibutuhkan. Kerap sekali, pasien datang, petugas tidak sedang bertugas. Jadi pasien harus menunggu.

Puskesmas yang Bermutu atau yang Kompetitif  

Puskesmas telah banyak melakukan perbaikan mutu klinik seperti pelatihan-pelatihan kompetensi dan mutu dalam rangka puskesmas paripurna. Apakah upaya perbaikan dalam mutu puskesmas ini telah berhasil membuat pelanggan kaya memilih mereka. Lembaga pelayanan bisa hidup jika ada sumber yang bisa mereka peroleh. Untuk bisa hidup, lembaga pelayanan kesehatan bergantung pada dana yang mengalir dari pasien yang menggunakan pelayanan mereka. Pelanggan yang memiliki uang menentukan fasilitas yang mereka ingin kunjungi. Mereka memilih ciri produk yang sesuai dengan kebutuhan, selera, dan kemampuan dana. Lembaga yang dipilih pelanggan akan memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan hidup organisasi mereka. Lembaga yang memiliki jumlah pelanggan besar akan memiliki penghasilan lebih baik dan daya survival yang lebih bagus. Agar bisa memiliki kelangsungkan hidup, lembaga pelayanan proaktif mempersiapkan paket-paket pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka. Ciri-ciri dari paket pelayanan ini biasanya berkaitan dengan akses dan mutu, kenyamanan dan keramahan petugas. Lembaga pelayanan yang mengembangkan mutu tidak sama dengan lembaga yang menekankan customer. Mutu klinik mungkin tidak bisa dibantah dalam hal kepentingan pasien. Tetapi mutu klinik saja tidak membuat pasien yang kaya datang. Mutu kedokteran menekankan efektivitas teknologi kesehatan dalam penyembuhan pasien. Kepedulian pada pasien menekankan aspek pilihan dan kepercayaan kepada siapa seseorang merasa lebih nyaman dilayani. Mereka mau membayar karena mendapat layanan yang cocok. Lembaga yang mampu memperlihatkan kepedulian dan kenyamanan pasien membuat kepercayaan pasien tinggi pada lembaga itu. 

Perubahan dalam konteks non-kompetitif biasanya bersifat normatif dan birokratif. Puskesmas melakukan perbaikan karena pertimbangan mutu layanan berbasis profesionalisme. Puskesmas melakukan perbaikan lebih karena kebutuhan birokrasi. Konsep kompetisi layanan fasilitas pemerintah memenuhi kebutuhan pasien dan lebih baik daripada kompetitor mereka. Jika berada dalam konteks persaingan dan orientasi pasar, ia merebut pelanggan dari pesaing mereka. Ia memberikan insentif kepada karyawan yang telah mampu memperbaiki kinerja mereka. Yang penting di sini bukan soal telah melakukan perubahan. Apakah perubahan itu mampu meningkatkan nilai kompetitif dari puskesmas terhadap lembaga pelayanan swasta? Apakah pasien datang memilih puskesmas daripada layanan swasta? Jika perubahan-perubahan di tingkat puskesmas itu berubah tanpa mempengaruhi pelanggan yang biasa pergi ke swasta, maka pola berpikir kita masih dengan cara “asal” berubah.
Kesimpulan 
Tiga alasan paling penting mengapa layanan swasta dipilih dibandingkan puskesmas adalah karena ada „kelas“ layanan yang sesuai dengan status sosial, layanan oleh dokter, dan citra layanan yang bagus. Program perbaikan mutu puskesmas tampaknya belum bisa membuat orang kaya datang. Masyarakat kaya masih mendapat kepuasan dari layanan swasta daripada puskesmas. Puskesmas belum bisa menjadi bagian dari tempat petugas kesehatan bekerja yang lebih kompetitif dibandingkan dengan lembaga swasta. Ketika tenaga kesehatan merasa lebih suka membuka praktik swasta, maka puskesmas hanya sekadar memperbaiki mutu.  

Jika puskesmas dapat memberikan pelayanan yang kompetitif dengan pelayanan lain, ia akan dikunjungi pasien kaya. Puskesmas yang ingin bergairah perlu mengembangkan diri seperti lembaga swasta yang melayani masyarakat menengah ke atas. Sisi customer penting bagi mereka. Puskesmas yang hanya memiliki visi perbaikan mutu tanpa menghitung alasan pemilihan layanan swasta tidak cukup sebagai sebuah strategi. Pemerintah tidak boleh ragu mengambil keputusan puskesmas sebagai lembaga mandiri. Puskesmas yang akhirnya melayani penduduk miskin saja hanya membuat petugas kesehatan lebih suka membangun sistem swasta di luar jam kerja pemerintah mereka.
Puskesmas yang memperbaiki mutu selama ini mungkin perlu berorientasi pada sistem pengelolaan tenaga kesehatan berbasis kinerja. Perbaikan internal organisasi puskesmas ini difasilitasi oleh peraturan dan posisi pemerintah daerah dalam memahami bagaimana pengelolaan puskesmas dan kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif berdasarkan misi pemerintah mereka.
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